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KATA PENGANTAR

Puj Syukur kita panjetkan ke Hadwst Alish SWT atas segala Rahmat dan
Hidayah-Nya, sehingge penyusunan Rencana Slrategis (Renstra) Dinas Penanaman
Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pirtu Mabupaten Muna Barat Tahun 2025-2029
dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpacu Satu Pntu Kabupaten
Muna Barat Tahun 202%2009 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka
menangah Dinas Penanaman Modai dan Pelayanan Terpadu Satu Pinty Kabupaten
Muna Barat, yang disusur sesual dangan tugas dan fungsl Dinas Penanaman Modal dan
Pelyyanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat, dengan berpedcrman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menencah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Sarat
Tahun 20252029, yang dalam peladsansanmya setiap @hun akan dijabarkan dan
menjadi acuan penyusunan Rencana Kerje (Renfa) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatan Muna Barat.

Désampaiican terimabasih kepada phak yang telsh membantu dalam proges
penyusunan Renstra Diras Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu
Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2009. Diharapkan dokumen Inl dapst digunakan
dan barmanfaat sebagal mstrumen pertanggung jawaban dalam melaksanakan mandat
yang diemban Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Muna Barat.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegistan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan  Urnusan  Pemerintahan Wagd  dan/atau  Urusan
Pemenntanan Pilihan sesusi dengan tugas dan fungs setiap Perangiat Daerah.
Datam Permendagn No 86 Tahun 2017 Pasal | ayat 29, Rancangan Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD) menupakan dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (Fma) tahun

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2009 merupalan dokumen perencanaan
bersifat teknes operasonal yang men@abarkan RFIMD Kabupaten Muna Barat
Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ksbupaten Muna Barat yang berlandaskan pada
RPIMD Kabupaten Muna Barat berfungsi untuk menjebarkan visi, misl dan
program Bupatl dan Wakl Bupatl Pemenntah Kabupaten Muna Barat dalam
penyelenggaraan pembangunan dasrah.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kena (Renja) Perangkat Daerah
sehiap tahunmya Selama kurun wakiu lima tabun. Renstra Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menfadi acuan dalam
mengendalikan dan mengevaluas pembangunan pada flingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Selsin itu, Renstra
berpevan sangat penting dalam menuntun  Perangkat Dasrah  untuk
berkonstribusi mewwpuokan ota-cts dan tuuan pemerntah daerah sesua
dengan tugas pokok can fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan
berbagal sumber daya yang dimilia oleh daerah. Renstra Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkontribusi dalam mewujudkan
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tujuan pembangunan Kabupaten Muna Barat berkaitan dengan Urusan
Penanaman Modal,

Dalam mewusun Renstra Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Salu Pintu terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari
persizpan pemusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan
Renstra Perangkat Daerah, peryusunan Rancangan Akhir Rensira Perangkat
Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain tu, dokumen
Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagal dokumen perencanaan, antara
lain RPIMD, Renstra KfL dan Rensira Provinsi/Kabupaten/Kotz, dan Renja
Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan
RPIMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsl/Kabupaten/®ota, dan dengan Renja
Perangkat Daerah tersebut berupa peryusunan Renstra Ferangkat Daerah
mengacy pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan
Daerah tentang Perangkal Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah
Kabupaten tentang Tuges dan Fungsl Perangeat Daerah, RPIMD Kabupaten
dan memperhatkan Ranctra Kementeran/Lombaga, Renstra Perangkat Daerah
Prowinsl, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten éan Hasl Kajlan Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) RPIMD Kabupaten Muna Barat.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2029 diakukan sebagai bentuk pamutakhiran dan penyesuaian
rencana pembangunan daerah sesud Keputusan Menten Calam Megeri Nomor
900.1.15.53406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Vahdas dan Inventansasi Pemutakhiran Klasifikas, Kodefilas| dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah., Adanya pemutakhiran
tersetut mewajibkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pty harus menyesuakan nomenkdatur inddator subkegiatan selaras dengan
Keputusan Menten Daiam Negen Nomaor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tersebut
memerukan penyesuaan substansi, utamanya terkait nomenklatur ndiator
subkegastantyad yang kemudian dekuti dengan pemyesudian dan keselarasan
dengan targetrya sesud dengan indikator subkegsatan berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Momor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan
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Kedus Atas Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasl Verifikasi, Validas dan Invertarisssi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,

1.2, Dasar Hukum

Dasar hukum pemyusunan Rencana strategs Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Saty Pinty Kabupaten Mura Barat Tahun 2025-2029
adalah :

L.
d.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubab dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonésia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembamn Megars Repoblik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Momor 28 Tahun 1590 tentang Penvyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dar Korupsi, Kolusl dan Nepotisme (Lembaran
Aepublik Indonesla Tahun 1999 Momor 75; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomoar 3851);

Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan MNegara
(Lembaran Negara Republik Inconesia Tahun 2003 Momaor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenlang Perbendaharaan Negars
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomar 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan, Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republic
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Momor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Masional (Lembaran Megara Republik Indonesia tahun 2004
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MNomor 104, Tambahan Lembaran MNegara Republk Indonesia Nomor
A4ty

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Permbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusal dan Pemerintsh Daersh (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Repubdik Indonesia Nomor 4438 );

Undang-Undang Momor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan langka
Panjang Nasionad Tahun 2005-2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomar 4700);

10. Undang-UndangNomaor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Lembaran

1L

Negara Republk Indonesia Tahun 2007 Momor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Momor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten
Muna Barat (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Nemor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republkk Indomesia Nomor 5561 );

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5587) sebagaimana tefah
beberapa kaii diubah, terakhir dengan Undang-Undang Momor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republbk [ndonesia
Nomar 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendafian  dan  Evaluas  Pelaksanaan  Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14, Peraturan Pemarintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilsyah MNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4833),
sehagamana telsh dubah dengan Peraturan Pemerintah Momeor 13 tahun
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2017 (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 48133,

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lemberan Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S887);

16, Peraturan Pemerntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negars
Republik [ndonesia Tahun 2017 Nemeor 73);

17, Peraturan Pemerintzh Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegras Secara Eleldronik;

18, Peraturan Pemerntah Nomor 12 Tabun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019
Nomor 42);

19, Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang  Petayanan Terpadu Satu
Pintu di Bidang Penanaman Modal;

20, Pergturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpatu Sabu Pintu [Lembarsn Negara Republix Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221);

21, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha
Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
222);

42, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahwun 2017 Nomor 136);

23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah MNasional Tahun 2020 - 2024 (Lenbaran Megara
Aepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 10);

24, Peraturan Menten Dalam MNeger Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Drganisas dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu o Daeraly;
5. Peraturan Menten Dalam MNegren Republic Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalion dan  Evalisasi
Pembangunan Deersh, Tata Cara Fvaluasi Rancangan Peraturan Daerah
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Tentang Rencana Pembangunan langkz Famjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daersh, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan langka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kesja Pemerintah Daerah (Berita
MNegara Tahun 2017 Nomor 1312);

26, Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 138 Talun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpacu Satu Fintu;

27. Peraturan Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Momor 100 Tabwn

2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berta Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomar 1540);

28, Peraturan Mentert Dalam Negerl Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikas,

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencansan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republiik Indonesia Tahun 200% Nomor 1547);

29, Peraturan Kepala Badan Koordnas Penanaman Modal Republik Indomnesia

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelengoaraan Pelayanan Tempadu Satu
Pinty v Badan Koordinas Penanaman Modal;

30. Peraturan Kepala Gedan Koordinas Penanaman Modal Republik [ndonesia

31.

MNomar 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non
Perzinan Peranaman Modal;

Keputisan Menteri Dalam Negeri Nomor 9000 1.15.5-3906 Tabun 20249
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5869 Tahun 2021 Tentang Hasi Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasfikasi, Kndefikasi dan Nomenklatur Perencansan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

32, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Hencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 20252029,

13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tatun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna
tarat;

. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang
RPIPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025.
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Mura Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2040.
36. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 78 Tahun 2023 tentang Susunan
Organisas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Fintu Kabupaten Muna Barat.

37, Peraturan Bupati Muna Barat Mo, 107 Tahun 2023 tentang Pelmpahan
Kewenangan Bupall Muna Barat kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat tentang Jenis
Perizinan dan Mon Perizinan.

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan
Pelayaran Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat adaish untuk
menjad pedoman strategis dalam pelaksansan tugas dan Fungsi
OPMFTSF dalam jangka menengah, khususnya dalam rangka
optimalisasi layanan investasi dan peningkatan kualitas pelayanan
perizinan dan non-perizinen secara efektf, efisen, transparan, dan
akuntabel, Renstra | juga dimaksudkan sebagal dasar dalam
pemyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkal daerah serta
sebagal alat unluk melskukan pengukuran dan evaluasl kinerja
DPMPTSP secara periodik dan berkelanjutan.

1.3.2 Tujuan
Tujuan dssynnya Renstra Dinas Pemamaman Modal dan
Pelayaran Terpadu Satu Pintu Ksbupaten Muna Baral Tahoun 2025-2029
adalah :
1) Menjabarkan Vis, Misi Tujuan, den Sasaran RPIMD Kabupaten
Muna Barat Tahun 2025-2029 ke dalam arah kebijakan dan strategi
teknis operasional DPMPTSP dalam periode 5 tahun.
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2) Mengoptimallan layanan investas melalyi penguatan sistem
pelayanan perizinan yang cepat, mudah, dan terintegrasi, guna
menciptakan kim investasi yang kondusif dan kompetitif.

3) Menjadi scusn utama dalam peryusunan Renja DPMPTSP setiap
tahun, sehingga kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan arah
pemnbangunan dasrah dan prioritas nasional,

4) Menyediskan tolak ukur kinerja dan capalan program/kegitan yang
terukur dan dapat devaluas untuk menmgiatian sauntabilitas
peryelenggarasn pemenntahan dasrah.

5) Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya
dparatur dalam memberkan layanan publik yang pnma di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

1.4. Sistematika Penulisan
Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muna Barat terdiri dan Lima Bab Renstra disusun dengan
sstematika sebagai berkut :

Bab | Pendahuluan,

I. Latar Belakang : Menggambarkan konds makro dan  miko
pembangunan, urgens penyusunan Renstra, dan peran strategis
perangkat daerah dalam mendukung RPIMD.

2. Dasar Hukum : Menyajkan peraturan perundang-undangan yang
menjad andasan hukum penyusunan Renstra.

3. Maksud dan Tujuan © Maksud yaitu menyelarasian tujuan perangkat
daerah dengan arah kebijakan pembangunan daersh. Tujuan yartu
menjadi acuan penyusunan Renja dan evalias kinerja perangkat
daerah.

4. Sistenatda Penulisan : Menjelaskan struktur isi dokumen Renstra
darl Bab I sampai Bab V.

Bab IT Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Tsu Strategis

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah @ memuat uralan yang
menjelackan fungs, tugas pokok, sera jenis pelayanan publik atau
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pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh perangiat daerah
selama periode perencanaan.

2, Permasalahan dan Isu Strategis | memuat identifikasi dan analisis
terhadap berbagal perscalan utama dan [su strategis  vang
memengarufy pencapaian tujuan pembangunan perangkat daerah.

Bab I Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan,

1. Tujuan dan Sasaran | memual rumusan umum mengena hasil vang
ingin dicapai dalam jangka menengah sesual dengan tugas dan
fungsi perangkat daerah dan memuat hasl yang ingin dicapal dalam
jangka menengah yang dapat diukur dan menjadi dasar perumusan
program dan kegiatan perangkat daerah.

1. Strategi : Merupakan respon terhadap permasalahan dan su
strategis yang telah didentifikasi.

3. Arah Kebijakan: memuat penjabaran kebsjakan umum pembangunan
daerah yang diturunkan menjadi arah kebijakan psrangkat daerah
unluk periode hma tahun ke depan,

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan

Bidang Penaraman Modal

1. Program, Kegiatan, dan Sub Keglatan : Memuat seluruh program dan
kegiatan utama yang dilaksanakan okeh perangkat daerah, berikut
sub kegiatan sebagai unit terkecl petaksanaan.

2. Kinerja Penyslenggaraan Bidang Peranaman Modal : memuat
gambaran Mtsu capaian hasl pelaksanaan lugas dan fungsi
perangkat doerah yang menangani uresan penanaman  modal
(investasi), sesual dengan target dan indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra).

fab V Penutup,

Pada beb m memuat kesmpulan penting substansal  kaidah

pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap

perencananan  dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan  urusan
pemenntah bidang penanaman maodal.
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BAB IT
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Peiayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Muna EBarat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Momor 1| Tahun 2016
tentang Permbentukan dan Susunan Organisasl Perangkat Daerah Kabupaten
Muna Barat yang telsh diubah, terakhir dengan Peraturan Dasrah Nomor
Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasl Perangkatl Daerah
Kabupaten Muna Barat, Sedangkan tugas dan fungsinya diuralkan dalam
Peraturan Bupatl Muna Barat Nomor 78 Tahun 2023 tentang Susunan
Organisas, dan Tata Kerja Dinas Fenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Muna Barat sebaga berior :

» Tugas:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mempunyal tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadl kewenangan daersh dan tugas pembantuan di bideng Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu,

« Fungsi :
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S5atu  Pintu
mempunyal fungs :

8. Penyelenggaraan pelayanan administrasi, kepegawaian, tata  usaha,
ketetalaksanaan,  kerumahtanggaan, wmum  dan  perlengkapan,
perencanaan, keuangan evaluas dan pelaporan;

b.  peryusunan kebifakan dibidang penanaman modal daeral;

€ pengkajlan, perumusan dan  peryusunan  pedoman tala cara dan
pelaksanaan kegiatan penanaman modal;

d. pengaturan mekanisme dan prosedur kerja dalam rangka memperiancar
penyelesaian penanan secara tepat waktu;

e. penerbitan persetujuan, rekomendasi, fasiltasi, peloyanan perizinan dan
rwon perizinan, dibidang penanaman modal sesual kewenangan,
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[ pengelolaan pungutan biaya perizinan dan sumber Pendapatan Al Daerah
(PAD) yang terkait dengan Pelayanan Perizinan;

g pemberian informasi, penjelasan dan solus atas pengaduan masyarakat
yang berkaitan dengan pelayanan,

. pengusidan dan pemberian insentf penanaman modal diluar fasiitas fiskal
dan non fiska nasional yang nebjadi kewenangan Pemerntah Kabupaten
Muna Barat;

I Pelaksanaan pensitian dan penetapan standar biaya atas parmohonan izin
seria mehgadakan koordinasi teknis/adminstras ntem maupun ekstem
untuk kelancaran pelaicsaan tugas;

| Pengkordnasian pelaksanaan lugas yang berhwbungan  dengan
instansiflembaga terkat dengan Penanaman Modal dan  pelayanan
perizinan;

k. Pelaksanaan penstapan pembenan fasiitas/insentf dibldang Penanaman
Modal yang menjad kevenagan dasrah;

| Pelaksanaan pambuatan peta poteng investas;

m. Pelaksaan penyelenggarsan promosl penanaman modal yang menjadi
kewenangan daerah;

n. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non penzinan secara terpadu 1 (satu)
pintu dibidang peranaman modal yang menjadi kewenangan dasrah;

0. Pelaksanaan pengendakan penanaman modal yang menjadi kewenagan
daerah;

p. Pelaksanasn pengelciaan data dan informas: peritinan dan non perizinan
yang terintegras pada tinghat daerah; dan

g. Pelaksanaan fungs lain yang diberikan oleh Bupat sesuai dengan tugas
dan fungsinya

« Struktur Organisasi :

Penyelenggaraan organisasl pada Dinas Penanaman  Modal dan
Pelayanan Terpadu Sstu Pintu Kabupaten Muns Barst dilaksanakan secara
sstemalis sesus dengan kewenangan yang diberkan Kepala Dasrah yang
tercantum dalam Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 73 Tahun 2023 Tentang
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Susunan Organsasi, Dan Tata Kerfa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat, yaitu sshagai berikut
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas bertugas memimpin  dan  mengkoordinasikan
pelaksanaan wruesan pemenntahan d bdang Penanaman Modal dan
Pelayanan Tepadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan dasrah dan
tugas pembantuan serta bertanggung jawab stas terlaksananya tugas dan
fungsl dinas.
II. Sekretaris
Sekrotariat Dnas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu mempunya  tugas melaksanakan pEayanan | adminstras,
kepegawaian, tata usaha, ketetalaksanaan, kerumahtanggaan, umum dan
perlengkapan, perencanaan, keuangan evaluasi dan pelaporan.
Dalarn melaksanakan tugas, Sekretaral Denas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyalsnggarakan fungsi ©
2. Pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran;
b. penyelenggaraan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
€. penysienggaraan urusan umum meliputl ketatausahaan,
kerumahtanggaan, kotataaksanaan, surat menyurat dan kearsipan;
d. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan standar operasional
prosedur dinas;
2. pengeiolaan keuangon, aset dan pelaporan berbasis aktual;
peravatan barang inventans dan perengkapan;
0. Pelaksansan fungsl |ain yang diberkan oleh kepala Dnas sesual
dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pirtu membawahi :
1. Subbagian Perencanaan, Aset dan Evaluasi.
Subbagian Perencanaan, Aset dan Evaluasi mempunyai tugas
maelaksanakan  penyusUNAn | DETENCAN3AN | program,  anggann,

|
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Dalam melaksanalan tugas sehagaimana dimaksd diatas
Subbagian Perencanaar, Aset dan Evaluas: mempunyai uraian fungsi:
a, Penyapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program,
anggaran, evaluasl dan pelaporan,

Penyusanan cokumen perencanaan pada dinas;
Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana siratsgis;
Penghimpunan perencanaan program dan kegiatan pada Dinas;
Pelaksanaan penyusunan LAKIP, SPM, SOP Dinas;
Pengeloiaan dan inventarisasi barang milik/kelkayaan daerah;
Penyapan bahan koordnas dan pelabsanaan evaluasi dan
pelaporan;
Pelaksanaan svaluasi dan petaporan;

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya,

2. Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawalan.

Subbagian Keuangann, Umum dan Kepeqawaian mampunyai
tugas melskukan wusan perbendaharaan, pembukusn keuangan,
urusan akutansl dan pelaporan keuangan, surat  menyurat,
pelaksanaan kearsipan dan ekspedis, pengelolaan urusan rumah
tangga dan perlengkapan, informasi dan dokumentasipenatausahaan
serta pengelolaan urusan administrasl kepegawaian, pembinaan
jabatan  fungsional, pemyusunan lasporan  kinerja  program
pengembangan sumber daya apartur, dan evaluasi kinerja Aparatur
Sipil Negara .

Dalam melaksanskan tugas sebagaimana dimaksud diatas
Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegewaian mempunyal uraian
fungsi:

Mplakukan pelaksanaan urusan keuangan;

Meakukan urusan akutans, vervikasi keuangan;
Prelaksanaan urusan rutin perbendaharan;

Melakuian penyusunan laporan keuangan;

Memyiapkan bahan dan melaksanakan evaluas realisasi anggaran;

@« " p AN

=

PAENPFE

Page 11



[RENSTRA DINAS PM-PTSP KABUPATEN MUNA BARAT: m

L

f. Melakuksn evaluasi dan  penyusunan  crganisad  Serts
ketatalakcansan,

g. Pengelolaan administrasi kepegawalan, menyelenggarakan urusan
kesejshiersan, kepanghatan pegawa dan peningkatan sumber
daya manusia,

h. Pelaksanaan surat menyurat, tala nasiah dinas, penggandaan dan
kearsipan,

. Pelaksanaan urusan karumahtanggaan, pesfengkapan kantor;

j Pelaksanaan urusan peningkatan ker@, disipiin dan pejanjian
kinarja pegawa;

k. Meaksanakan keglatan permeliharaan dan keamanan kantor;

L Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan
tugasnya

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan
teknic operacional  dan/atau  kegiatan tekns  peEnunjang  tertentuy.
Pembentukan UPFTD ditetapkan dengan Peraturan Bupab setelah
dikonsultasikan secara tertulls kepada Gubermur.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsicnal mempunyai tugas melakukan kegiatan
pengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan katentuan
peraturan perundang undangan.

Kelompok jabatan fungsional terdid dad  Kelompok Jabatan
Fungsional:

1. Penanaman Modal;dan

2, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok labatan Fungsional Substans:
Penanaman Modal, menyelenggarakan fungs:

2. Pengkajan, penyusunan dan pengusuian rencana Lmum, rencans
strategis dan rencana pengembangan penanaman modal  kngkup
daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah,
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b. Pengkajan, pemyusunan dan  pengusulan,deregulasifcehijakan
peranaman modal lingkup dasrah,

c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal linghup daerah
dengan memberdayakan badan usahas melald penanaman modal,
antara lan meningkatan kemitraan dan daya saing penanamean modal
nghoup daerah.

d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strateg promosi penanamn
midal linglup daerah,

€. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar
negeri,

f.  Penyusunan bahan sarana, dan prasarana promos penanaman modal.

g Pelaksanaan pemantauan realsas penanaman modal berdasarkan
sektor usaha dan wilayah;

h. Pelaksansan pembinaan, fasiitas penyslesaian  permasalahan
penanaman modal, dan pandampengan hukum;

. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan
penanamn modal sesual dengan ketentuan kegistan usaha dan
peraturan peruncang-undangan;

j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelclaan sistem informiasi
penanaman modal;

k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemenntah pusat, perangkat daerah
telnis terkt perencandan, oceregulasi, dan pengembangan idim
penanaman modal linglup dasrah berdasarkan sektor usaha;

I Penyusunan laporan perencanaan, pengembengan ddim, promos,
pembinaan, pengendalian,pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan
penanaman modal pada sitem teknologi nformasl (secara sektronik)
sesua| dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Yabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
menyelenggarakan fungs::

8. Pelaksanasn peayanan perizinan berusaha dan nonoenzinan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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b. Pelaksanaan, pemeriksasn, identificasi, verhdkasi/vabidas dan
pengolahan data perizinan berusaha dan nonpesizinan;

c. Pelaksanaan  pengawasan,  pemantauan, evaluas = dan
pengadminisirasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
d. Pelaksanaan pamberian informasi, publikas, konsultasl, pengaduan

perizinan bensaha, dan nonperizinan,

& Pelaksanaan peryuluhan kepada masyarakal dalam angka pelayanan
perizinan dan non penznan.

f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data penizinan berusaha dan non
perizinan;

§. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat  dan perangkat
daerah tekns daiam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non
perizinan;

h Pelsporan pelaksanaan  pelayanan, pengsolaan  pengaduan
masysrakat, pengeiplaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat,
dan pelayanan konsultas perginan berusaha dan nonpeinngn sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur Dwnas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muna Barat adaiah sebagai berikut :
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BAGAN STRUKTUR ORGANISAST

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT

EEFALA DINAS

EELANGANS, LN

kSO, PELATARAN ARGTINAL
TEAFADA BATU FsTL FLMAR AR AL
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2.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Fintu Kabupaten Muna Barat sebanyak 32 Orang, yang terdiri
dard 20 Orang PNS dan 12 Orang Tenaga Honor, Berdasarkan golongan
kepangkatan Pegawa Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dapat dikelompokdan
menjadi : Golongan IV, sebamyak 4 orang. Golongan [11, sebanyak 15 orang
yang terdint dan 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan dan Golangan 11,
sebanyak | orang. Untuk selangkaprya dapat dilihat pada tabel berikut.

Sedangkan Menurul tingkal pendidikan Sumber Daya Manusia Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinfu dapat diihat pada

tabel berikut -
Tabel Ti Pendidikan _
No | Tingkat Pendidikan | Laki - Laki  Perempuan
1 | Sastra-2 [52) 4 -
2 | Sastra-1(S1) 11 4
3 | SMA/Sederzjat 1 -
Jumiah 16 4
- Aset dan Perlengkapan.

Diras Penanaman Modsl dan Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu
menempati ruangan gedung sks mikk Dinas Kesshatan dengan daftar aset
dapat dilihat pada tabel berikut:

______ Tabel 2.4 Daftar Aset Dinas PM-PTSP
No Uraian Satuan | Jumiah
1 |Kendaraan R4 Unit |
2 | Kendaraan R2 Uinit 11
"3 | Meja Rapat Set | 1
EBL |6
5 | Komputer PC Linit 5
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6 | Komputer Nobebook Unit 11
7 | Printer Uinat f

8 | Moja Kerp unt b
5 [ Kursi Kenja Uk | 9
10 | Kursi Plastik Unit 100
11 | Kursi Futura Lint 20
12 [ Laman Arsip unt 4
13 | Mesin Potong Rumput __Unit 1
13 | Televis Unt 2
15 | Fillng Kabinet Unit 3

2.1.3 Kinarja Pelayanan

Penguiuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menter
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformast Birokrasl Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Peryusunan Penetapan Kinerja dan Pefaporan
Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah,

Kinerja pslayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Mmmmmmmmmdmm
melaksanakan urusan pemerintahan bidang peranaman modal dan unssan

pelFyanan terpady satu pintu
L1311 Jumiah invesior berskala Nasionaldaerah (PMON)
NO Uraian 2020 | 2021 2022 | 2023 | 2024
1 | Jumiah Invesior Skaia
1M 113 m I58
Nasional/Caerah as

Perkembangan Jumlah wwestor/pelaku ussha selama periode 2020 -
2024 bersifat fluktuatf, dimana penurunan jumish investor/pelaku usaha hanya
tevjadl pada tahun 2022 Akan tetapd secara umum grafik jumlah investasd terus
mengalami kenalan, Faktor yang mempengaruhl hal lersebut adalah adanya
kemumlahan dalam melakukan mvestasi, selEn i adanya  kesadaran
masyarakatl untuk mendaftarkan kegiatan usahanya untuk mendapatkan
legaiitas hukum dan terdaftar secara resmi,
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2132 Jumish Milai Investasi Berskals Nasional Daerah
NO  Uraian '_'mﬂ'"" 2021 | 20

2022
1 | Jumiah Nik | 1 T, 1
| R 2300 | Bp (433 | Ro 7288 | Rp. 3704 | Rp 47,06
| Investasl  Skala | M M M

 Nasional/Daersh | N &

— PR

s b ="

Jumizh nils investasi d Kabupaten Muna Barat terihat sempat
mengalami penurunan, namun pada penode awal di tahun 2022 Jumiah nifai
investas mengalam  kenaikan dibandingkan pada tahun 2021, Dalam
perkembangannya grafix nilal Investasi terus menunjulan kenaikan, hal inl
disebabkan mudahnya informast potenst ungguian daersh, promos investas,
serta faktor skala kegiatan usaha juga mempengaruhi besarmya nikai iInvestasi,
2133 Kenalkan Nilx Realisasi PMDN (Millyar)

NO  Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
1 | Kenaikan
| Nilal realsasi Na mp. 8,67 | Rp. 955 | Rp. 13,16 | Rp. 10,02
| PMDN L M M M
| (Miliyar}

Perkembangan nial reslisasi investas o Kabupaten Muna Barat
mengalami penurunan, namun pada periode awal di tahun 2022 mengalami
kenadkan sebesar Rp, 9,55 Millyar, Pada tahun-tshun selanjutnya niai realisast
investas terus menunjukan kenaikan, Kenaikan yang paling terbesar tedadi
pada tahun 2023 dengan jumlah yang cukup besar yaltu Rp. 13,16 Millyar,
Kenatkan dan penurunan nilal investas sangat bergantung pada skala keglatan
investasifkegiatan usaha serta jumiah moda usaha yang denvestasikan,
2.1.34  Pertumbuhuhan ndai realisas Investasi PMON (%)

NO | Uralan 2020 @ 2021 2022 2023 2024

1_ L _ _ :. B
'milai  realisasi| MNa | -1086% | 66,62% @ 55,12% %

+

Tabel ch atas menunjuian bafwa pada tahun 2022 pertumbuan investasi

mengalami kenallkan yang cukup sginifkan kaena capalan nikal realisas
investas pads tshun 2022 lebih besar dibandingkan tahun 2021, skan tetapi
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pada tahun berflctnya pertumbuhan investad terus mengalami penurunan hal
ini selares dengan nilai realisas investasi dari tahun ke tahun terus mengalami

PEnLFLNAn.
2.1.35  Nilai Surved Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan

NO  Uraian 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024
1 [Nilal  Surves
| Kepuasan 8984 | 8152 | 8R3S | BLT3 9,89
| Masyarakat

Dinas peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu adalah
lembaga pemerintah yang memjalankan tugas dibidang pelayanan publik.
Sebagai penyedia layanan, kepuasan masyarakat menjadl saiah satu aspek
penting dalam bag DPM-PTSP dalam menjalankan fungsinva. Hasil survel
kepuasan masyarakat yang dilakukan pads periode 1020-2024 menunjukan
peningkatan yang cukup bak. Komitman ssluruh unsur Dinas PM-PTSP dalam
memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat sebagal pengguna
layanan merupakan faldor utama dalam pencapaan tersbut, meslapun ada
beberapa aspek yang harus dibenahs terutama sarana dan prasarana sehagai
penunjang layanan.

Secara nno kmera pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Petayanan
Terpadu Satu Pirtu Kabupaten Muna Barat dapat dithat pada tabel berdut mni.
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14, Kelompok Sasaran Layanan

FKeiompok. ssaran Eyanan DPMETSP (Dings Penanaman Modal dan
Pelayaran Terpadu Satu Pintu) Ksbupsten Muna Barst meliputl investor, baik
lokal maupun asing, serla masyarakal umum yang membutubkan pelayanan
peridnan dan non-perzinan. Selain i DPMPTSP Kabupaten Muna Barat juga
mmelryani berbagal jemis waha dan kegistan yang memerukan peritinan,
termasuk izin ussha, @n mendirikan bangunan, dan (zin prakiik bagi tenaga
kisshatan atal tenaga meds. Serta memberdan pertsntuan layanan Lapofan
Kegaatan Penanaman Modal (LKPM) dan lyanan pengacdisn.

CPHPTSP Kabupsaten Muna Barat berfujuan unbuk memberian pelayanan
yang mudah, cepat, transparan, dan efigen bagl semua kelompok ssaran
tersebul, sehingga dapat menciptakan kim nvestasi yang kondusf dan
mendorong pertumbuhan ekonomi & daerah,

1.1 Permasalahan dan Isu Strategis

211 Permasalahan Layanan

Beberapa aspek yang menjacd masalah yang dalami Dinas Penanaman
Modal dan Peleyanan Tepadu Sty Pintu dalam menjalenkan tugas dan
fungranya sebigal sabah satu OPD dagat diihat pada tabel berikut i -

Tabel 2.1.1 Identifieas Permasalshan Dinas PM-FTSP

n:mm EASALAM AKAR MASALAW
| | La Pertumbutan | Copaian reakass |+ Beum  optmaya  promon
Eknnom| besem irresias dan potersi Irmeestasi dan Sumber
 agtimal ks, Loyanan daye wilayatt
publik yang ey |+ Minimrya  informas tentang
gty art potern LIGYLANI daerah panig
merijach hebutuhan investasi

¢ Eeeriediasn  faslits  dan
o r T LT T T T

perunjang peningiatan daya

@k invvestasi dan mendukung
kegatan vestaw & caerah
rrrih terhatas,

¢ Sarana dan AL AR
perunjang  fayaran  publik
yang Betum mémadai.
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'.- .;._---\_-.-'. B ] B _ﬂl.ﬁl
Tz Perioman dan  Mon
Porinrian

2.2, Telaah Renstra K/L
Dalesn penyisunan Renstra Dinas Penanarman Modal dan PTSP Kabupalen
Mura Barat tahun F023-2026 selan mengani pada RPIPD juga mensmengikan
dengan Renstra Kementeripn/Lembaga  Khususnya Renstra BKPM-RI sepert
vang tercantum dalam Vie, Misi, tujuan dan sasaran Renstra BIPM-RI benkut
ink.
1. Visi
Visi merupaien rumusan omam mengenas keadsan yang dengmian
pada akhir penode perencansan Sesud dengan arahan Presiden pada
Sdang Kabenet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 babwa tidah ada Visl dan
Mis: Menter/Pimpean Lembaga dan dakam menjalsnkan tugas dan fungsanya
wajib mengacu pada Visi dan Msi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan
tersebut ditegaskan kembal oleh Presden pada Sidang Kabinet Panpuna
mengenal RPIMN tanggal 14 MNovember 2019 yang menugaskan Kementerian
PPN/Bappenas sebagal Oearng House untuk melhal konssdens antars
Renstra KL, RPIMN, serta Visl dan Msi Prasiden dan Wikil Presiden. Terkat
dengan hal tersehut dan sejalan dengan amanat Uindangtindang Momar 25
Tahun 2004 tertang Sistem Perencanaan Pembangunanfasional serta
memperhatian Peraturan Presiden Nomor 18 Tabun X120 tentang Rencana
Pembargunan Jangks Menengah Nasional Tahun 2020-2024 den Sursl
Menterl PPN/Mepala Bappenas Momor BUB99/MPPN/SES/PP.03.02/12/2019
tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Mis Presiden dan
Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tabun 20210-
04, bentuk dulungan BXPM dalam pencapaian Visl Presden dan Wakil
Presiden Tohun 2020-2004 yaitu sebagal berikut:
BEPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas
dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk
Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesla

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian bertandaskan
Gotong Royong.”
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2 Misi

Dalam upays mewujudian v (ersebut, BIPM melaksanakan Mis
Presiden dan Waki Presiden nomor 2 (dua) dan nomor B (delapan) dan 9
{sembilan) Msi Pressden don Wakil Presiden, sebagal beriut:
1) Peningkatan Kunbtas Manusa Indonesia;
2) Struktur Bkonomi yang Produkdil, Mandin, dan Berdaya Saing;
1) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan,
4) Mencagal Linglungan Hidup yang Berkelanjutan;
5) Kemajusn Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa,
8) Penegakan Sktem Hukum yang Bebas Koupsl, Bermariabal, dan

Terpercays;
7) Perindungan bagl Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga:
B) Pengelolasn Pemerintahan yang Berah, Efcktd, dan Terperomya; dan
9) Sinergl Pemerintsh Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
3. Tujuan

Tiguan yang ingn dicapal BXPM daiam ima tshun ke depan ddasarkan pada
hassl dentifles potensl, permasslshan dan tartangan yang skasn dihadsp
daleen rangka mewujudksn Vel dan Msi Presden penode 2019-2004.
Berdasarkan tugas dan fungsl BXPM dalam LU Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal serta Persturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012
ientang Rencana Umum Pénanaman Modal, BEPM mensfapkan ujuan yang
akan dicapal pada tahun 2015- 2024, yaltu:

1) Terwujudrya peningkatan daya saing penanaman modal  unbuk
menjadikan Indonesa sebagal negara tujuan penanaman modal; serfa
2} Terwupudmya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung

pelayanan publi yang prima.
4. Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Menten PPN/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun
¢ tenlang Tate Cae Peryusunan Hencana  Stralegs
Eementerian/lembaga  Tahen  M20-2024,  Sasaran  Stralegs
Kementevian/Lembaga (Cutrome/impact) merupakan kondis yang akan
dicapal secara ryate oleh Mementeran/Lembaga yang mencerminkan
pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasl (outcome) dar satu atau
beherapa program. Sefain itu, Sasaran Strateges Kementerian/Lambaga yang
dirumuskan sema dengan sasaran pembangunan yang ada datam RPIMN
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tahun 2020-2024 maupun RPIPN tahun 20052025 sesual dengan tugas
funge Kementeran/ Lembags masing-masing dan/atau setngikat lebin
rendah dan sasaran pembangunan yang ada dalam RPIMN namun tetap
sesun dengan Vis dan Misi Presiden dan Wakd Presden serta tugas dan
fungs Kementeran/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM Gharapkan dapat mendukung pencapaian  Sasaran
pembangUNan nasonal yaitu “Meningkatnya nla tamban, Geangan kerla,
dalan RAPIMN tahun 2020 2024, Dengan mempertimbanghan sasaran
pembangunan lersebul serta Vis dan Mis Presiden dan Wakil Presden serta
Tujuan BEPM @hun 2020-2004, maka sasaran strategls yang ingin dicapas
oheh BXCPM pada penode 1020-2024 yaitu:

1} Meningiatrya reaksas penanaman modal;
2) Meningkatrya keporcayaan peisky usaha/penanam madal; dan
1) Terwujudrya birckras yang bersih, efectil, dan melayan.

1.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daevah Provinsl Sulawesl Tenggars Momor 2
tahun 2014 tentang Rencana Tats Ruang Wilayah Provins tahun 2014-
2034 yang selanfutnnya Geingkat RATRWP adatah rencana tata ruang yang
bersifat wnum dan wiaysh provinsi, yang merupakan penjabaran dari Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang berisi tujuan, kebsjakan, strategi
penatasn ruang wilaysh provins; rencona strukiue ruang wilayah proving)
rencana pola rusng wiayah provinsl, penetapan kawasan siralegs prowing;
arahan pemanfastan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendakan
pemantaatan ruang wilayah provins,

Tujuan pénataan niang daerah adalah Untuk mewu|udcn tatanan ruang
daerah yang berbasis pada sektor pertanian dalam art luas, pertambangan serta
kelsutan dan perkanan terkall parwissta guna mendukung peringhatan taral
merala di selurun wilayah proving s#ra menjaga keestaran dan daya oulung
lingkungan Midup dalam rangka mencapal pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan tagas pokol dan fungsl Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Muna Barat terkait RTHW arahan pengendalian pemanfastan ruang
wilayah Kabupaten Muna Barat terdini atas :

& arahan peraturan Jona sistem Kabupaten,
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b. arahan perisnan;
C. arahan insentif dan desinsentif; dan

d.  arahan sanks.

Arahan peraturan poras sstem Kabupaten memuat ketentuan mengena:

A jerst kagistan yang diperbolehkan, diperbolehian dengan Synrat dan tidak
diperboiehkan;

b. mensitas pemanfsatan ruang;

€. prisarsnd dan Sarana mnimu; dan

d.  ketentuan lan yang dibutubvkan.

Arahan periangn ménupakan aouan bagl pefabal berdenang dalam
pembenan i7in pemanfaatan ruang dengan mengacu pada rencana tata ruang
N pEratLTan Jonast.

Pembierian insentil  berfujuan wvbuk membenkan imbalan  terhadap
pelaksaraan kegiatan yang sejalan dengan rencang Tata ruang, baik yang
Cilsicukan oleh masyarakal maupun pemerintah daersh.

Dsinsentif diberdcan untuk mencegah atau membatas pertumbuhan
dan/alau mengurang kegiatan yang bdak sefalan dengan rencana tata ruang,
Arahan sanksi merupakan scusn bagl pemevintah daersh dalam pengenasn sanks
adminstratd kepada setap orang yang melskukan pelanggaran & bidang penataan

ruang.
1.2, lsu Strategls

Faktor-faktor pelayanan Dinas Penanaman Moda dan PTSP Kabupaten
Muna Barat yang mempengaruhl permasalshan pelayanan citinis don
gambaran pelayanan SKPD, sasaran dan Renstra SKPD, impilkas RTRW dan bagi
peltayanan SKPD adaiah sehagai berdu ©
I. Pengintegrasian Tim teknis perzinan di DPM dan PTSP Kabupaten Muna

Baral;

2. Perunya dukungan perusahaan Penanaman Modal untuk menyampsian
laporan kegstan penanaman modal (LKPM) kepada Dinas Penanaman

AUrFEL dan @rget LKPM 100% dapat tercapal.

3. Pemultskieran dan pinwediaan data potens unggulan imvestasl Kabupaten

Muna Barat melslul pembuatan pets polens imestasl,

4. Menfasiitasl kemitroan investas antara pengusaha besar  dengan
pengusaha kecil.
5 Seergitas tim task force penangan permasaiahan penanaman modal,
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6.

1o
1L

12

Percepatan penetapan RUPM dengan Feraturan Bupall setaoa pedoman
dalam menentukan arah kebiakan penanaman modal.

Mendorong peTCEpALEn impleTnenias regulss dan kebijakan  misngenal
pemberian faslitaslinsentf dan kemudaban peranaman modal sebagal
salnh satu corn untuk menani minta pelaku usaha/mvestor,

Peningkatan capaian realisas investas dan jumish investor & Kabupaten
Muna Barat

Penelapan polens unggulan mestasl dasrai
Pernbliatan Peta Poters Investasi Daerah,

Pervelenggaran pameran invesiadl yang #fislen dengin media  promos
yang informatif, varkatif dan menarik.

Dt serta dalam pameran invesias skala nasional sebaga sarana promosl
potens Lngouian invesas daerah.

11 Peningiaten Pelryannn percinan dan non periginan yang cepat dan efisien

serta menjakau seluruh wilsyah kabupaten muna barat melalul keglalan
“SAPA KAMPUNG® [ Safan Pelayanan Sampas Kampung).

Tabel 2.2,1
Lsu Strategis DPMPTSP
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TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBLJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Rumusan tusan dan sasaran dalam Renstra PD Kabupaten Muna Barat
fahun J25-2025 merupakan kessiaran terhadap sasaan inerla yang termuat
datam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daersh (RPIMD) Kabupaten
Muna Barat Tahun 2025-2029, serta memperhatikan permasalahan dan isu-isu
sirpiegs. Tuuan dan sasarpn yang dijalankan shan memberikan arshan bagi
pelaksanaan setiap urusan pemenntahan daerah datam mendukung tujuan dan
sasaran RPIMD Kabupaten Muns Baral. Tujuan dan sasaran Rentrss PO dapat

dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.1
Meg, Tufuan dan Sesaran, RPIMD Kab. Muna Barst Taten 2005-2009
L | M1 Mewijudkan T.1 Meningkatkan | 5.1 Merangkatiiye korstribus
Pertumbuan Exonor yang | Pertumbihan Ekonomi | PDRS sektor pertarsan, perikanan,
B pads Seklor Masyarakat Targ el et P
Pertanar, Perkangn dan Merata dar 5.2 Meninghatnys konbribusi PAD
‘ Parwesata Berkelanjulan setor Parrwisata
|2 | M3: Memantapkan Penatasn | T.3: Meningictian 58 Mennghatrya tusilas
Irfrastubdur Kota, Perdesaan | buaifas infrastrétur | infrastrultur daeran.
dan Pulau-Pulau Kal dengan | dan konekinvitas wilidah | 5.9 Meningkpinys pensnganan
Mempertatian Daya Duung BGRLnGAR YT Bt lan
[ |
11 | M.A: Memantapkan Tits T4 Terwgudng | S.10r Merwnghstrye Ahuntabiitas
Kelola Pemenmianan dan penyelerggaaan permenntan dasan
Pedayanan Pubilik yang pemeninaahan yang S.11: Merenghatriya iransparand
Berah. Anurdabel, bepeinup good a0 iniLas peliyanan otk
Professonal dengan Tetap | governance and dean
Mengadeparian Prinsip Good | govemment
Governence gnd Clean
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Tabel. 3.2
Tupuan dan Sasaran Pembangunan Urusan Peranaman Modal

2028 | 3000 | 2007 | 3038 | 30m | 2000
-y | | I ] @ o m | m |l W | e
Mot | ey katrys
ity | eneparanl dan e L | D loan | we |
for st salnas paliyana
PR g
o G O ae | 7550 | 9000 | 9370 5200 84 | M
g
i ' S | -
_ (o)
| Mgkt
mm;; T R
[
| Menparya | g
LTFLe i [ L PLED MW | o0 W% | "100 | Wi
Ly o b=y {a ]
.m
- e irabrb
m‘lﬂmﬁllﬁnhﬂﬁu
peEiEEn {iEHy OFD
| | it
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3.2, Strategl Perangkat Daerah Dalam Mencapal Tujuan dan Sasaran
Rensira FD Tahun 2025-2029

Dalam rangks pencapaian tulssn dan sasaren  pembangunan  daerah
Kabupaten Muna Baral Tahun 2025-2029, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Frmu telsh merumuskan sralegs pembangunan daserah.
Girategl pernbangunan inl merupakan panduan dalam menentulcan program
prioftes pembangunan daerah yang akan diisksanakan selama bma tahun

TR berbunges sebio [ L nessicwasl, Babkan | untul meninglotion |

3.3, Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Calam rangka mewujudkan wiel, misl, bjuan, dan sasaran  RPIMD
Katupaten Muna Bacat periode 2005-3029, diperiulcan strategl, arsh kebiakan,
dan program priotas permbangunan deerah yang jelss din terencana. Strategh
ini skan menjad pandusn dalam merancang dan melsksanakan berbagai
kebijakan serta program  yang dapal menjesab  permasalahan  daerah,
memanfaatkan potens lokal, dan menghadapl tantangan yang ada.

Peryusunan strategl dan arah kebijokan Dings Penanaman Modal dan
pelayanan terpadu Satu Pintu kabupaten Muna Barat o fokuskan pada mis |,
sasaran | dan sasaran 2, misi 3, sasaran 8 dan sasaran 9, dan ms 4, sasaran 10
dan sasaran |1 pada dokurnen RPIMD Kab. Muna Barst Periode 2025-2029.

Misil : Mewujudkan Pertumibishan Ekonom yang Berbasis pada Sektor
Pertanian, Perikanan dan Pamnsata
Saaran | : Meninglatnyis konstribusl PORE sekior pertanian, perbusman, dan

peelEmakan
Sasaran 2 ;. Meningkatnys kontribust PAD sekior Parwisata

Misid | Memantapkan Penataan Infrastulkiur Kota, Perdessan dan Pulau-
Pulay Epdl dengan Memperhatiian Deya Dulyng Linglungan dan
Tata Ruang

Saaran B Meningkstnya nalitss infrastruldur dasrah

Saaran § © Meningiatnyi penanganan Ingungan yang bercslanjutan

Misi4 : Memantapksn Tata Kelola Pemerintahan dan Paliyanan Pulbii

yang Bersih, Akurtabel, Professional dengan Tetag

Mengedepankan Prinsip Good Governence and Clean
Sasaran |0 Memngkatnya Akuniabilitas pernerintah daerah
oasaran 11:  Memingkatnya (ransparans dan kualitas pslayanan publik
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Tabel 3.5

g | OPERASIONMALTSAST | ARAH KEBDAKAN | ARAH KERLIKAN KET
! NSPK RPRMD | RENSTRA PD :

1] Penguatan dasar | Peningicslan laju Mergymplernertasilon
Terwupadnys fidim | kontribusl urusan | perfumbuhen FERDA pernbervr [nsened
| Iwestan yang penanamn modal | [nvestas dini Fadiilas kemadihan
| Mgt tatam PORE terusaha i daerah

2| e | muly | Mendorong implementsc

ksifas layanan | pelayanan dengan | kebigkan pelayanan
R dengan | eslnermpian slandal | peviinan yang Seakin
ANty pelayanan | kenatuhan mudah, cepat,
Meranglutrys puibih peayanan publh ImeTrerg araan
transparang dan PR dengan pelayanan perainan
I|ﬂl prosedur mm
| Metakukan survel Indeic:
Fepuasan Masyarakat
secery beviala dan
1 Menghateya  Membangun Peringiatan arpe mentas
kuntabilitas pengLstan mmm
Menangknirya perrvrirtah Eoimbinen indemal, | kineria Inatoesl
aunizhilitas i H'm“"#" Pumarbish (NIF)
pemermtah daeran ml'| oy
peringLatan kuaklon
4 LT PR

3.4, Lokus Potensi Investasi Daerah

Beriut adalah jens potensi imvestas yang tersebar berdasarkan wilayah
kecamatanicawasan o wilsyah Ksbupaten Muna Barpl

No | Lokasl/ Jerws Potens Sektcr Ungguian Keterangan
Irvestasi

1 |Barangks | Kelapa Sawit, Sapd | Pertanian, Tersedia Lahan,
Potong, Jagung Perkebunan, Didukung program
Kuning, Ubi Kayu, | Pelernaian, kedzhanan pangan,
Wisata Alam Pormwisata dan | Akses Jakan,
atakich, Pasar Ekonomi Kreatif | Keterampsan
Kudner Tradisional, Pangrajin
SouvEninKerajinan
Tangan, Pandai Besl
Tradisional, Tenun
Fhas Muna Barat.

4 | Sawerigad) | Kedaph Sowll, Sep | Pertanian, Tersedua Lahan,
Potong, Cabe, Perkebunan, dan | Didukung program
lagung Kuning, Ubi | Petermiskan histahanan pangan
Ky

3 | wadaga Ketapa Sawit, Pertanian, Tersedia Lahan,
Potong, Jagung Perkebunan, dan | Didukung program
Kuming, Ubi Kayu Petemaian ketahanan pangan
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L

4 [ Magnil Kelapa Sawdt, Saps | Pertanian, Tersedia
Potong, Jagung Periebunan, Didukiang program
Kuming, Ubi Kayu, | Peternakan, ketEhanan Dangan,
Wisata Bahadi, Panwisata, Akses Pulau
Budidya Lobster, Ketiutan dan
Ruampist Lit | Pertkamnan

5 | Tiwoio Kelapa Sawit, Sape | Pertanion, Tersedia Lahan,

| Ltara Potong, Jagung Perkebunan, Didukung program
Kuning, Ubi Kayu, | Peternakan, ketahanan pangan,
Wisata Bahan, Parwnsata dan | Akses Pulau,
SouveninKerajingn | Ekonomi Ereadll, | Keterampian
Tangan, Kegpting Kedautan dan Pengrajn
FLjunigan Perkanan
6 | Teworo Kelapa Sowit, Saps | Pertanian, Tersedsa Lishan,
Tergah Potong, Jagung Pericebunan, Didukung program
Kuming, Ubi Kavu, | Peternakan, dan | ketashanan pangan,
SouveninMerajinan | Ekonomi Kreat¥ | Keterampéan
Tangan Pengrajn
7 | Twado Eelapa Sawil, Sa | Pertanion, Tersedia Lahan,
Selatan Potong, lagung Pervebunan, dan | Didukung program
Kimung, Ut Kayy | Peternaikan |
B | Timoro Kelapa Sawit, Sapi | Pertanian, Tersedia Lahan,
Kepulman | Potong, Cabe, Perkebunan, Didukung program
Jagung Kuning, Ul | Peternalan, dan | kedshanan pangan,
Kay, Wisata Baharl | Parsnsata Akses Pulay

9 | Lawa Sapi Polong, Cabe, | Peternakan, Tersedia Lahan,
lagung Kining, Pertanian, dan | Didukiung program
Wisala Permandian | Parwisata kitisharianh pangan,

Alkses lakan

10 | Kusambi Sapi potong, Jagung | Petermalon dan | Tersedia Lshan,
kuning, Ui kayu Pertanian Didukung program

ketzhanan

11 | Napano Sapi Potong, Cabe, | Peternaian, Tersedia Lshan,

Kisambl lagung Kuning, Uts | Perfanian, dan | Didukung program
Ky, dan Tenun Ekonomi Kreatif | ketshanan pangan,
Khas Muna Barat dan Keterampdan

Fengrajin
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BaB IV
FPROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG PENAMAMAN MODAL

4.1, Program, Keglatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mencapal visl yang ftelah d) tetapkan, yatu “Muma Barat
Tumbuh, Sehat dan Keren™ periu untuk ditetapkan Program/kegatan yang
akan dgatankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpacu Satu Pintu
Katupaten Muna Barat calem lma tshun kedepan. Program dan keglatan
tersebut mérupakan Bnghah konghrlt Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pinhu Kabupaten Muna Barat untuk dapat melaksanakan tugas-
tuges Sralegis sesus dengan upoks yang ada,

Selanjulnya dengan ditetapkannya Program/egiatan maka perdu adanya
todak wkur kinerja yaitu berupa indicator kinerja, Dadam hal ini indikator kinerja
berperan sebagai salah salu instrumen dalam menguiour tinglst keberhasian
pads program/kegitan yang telsh dtetapkan tersebut Program, kegiatan dan
indiator kinerja Dnas Penanaman Modal dan Pelsyanan Tarpadu Satu Pinlu

Kabugpaten Myna Barst lima tahun kedepan sebagaimana terlampir pada tabel
benlkul
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| RENSTRA DINAS PR-PTSP KARLIPATEN MUNA BARAT _

4.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Penanaman Modal

Program pambangunan daerah dalam RPIMD Kabupaten Muna Barst 2025-2025
dijobarkan dalam berbagan bertuk kegistan yang juge mencakup kegiston terit
dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelsyanan Terpadu Sabu Pintu Ksbupaten Muna
Baral. Kegiatan lersebut ciindlasikon dalam sustu indiator kinerja utama yang
deralkan secars bertahap pada setap tahwnnys yang menunjukkan perkembangan,
capaian dan hasd akhir dan program pengembangan jangks menengah.

Mengingat eratriya kaitan Rerstra [wnas Penanaman Modal den Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Rarat dengan RPIMD Kabupaten Muna Barat
2025-2029, maka dalam perusunannya hans menjadikan dokumen perencanaan
jangka menengah tersebut sebagal acuan, artimya indikator kinerja wtama Dinas
Penanaman Modal dan Pelayenan Terpadu Safu Pntu Kabupaben Muna Barsl horus
dharahian wntuk Mencops tanget kinerjs sesunl dengan kewenangan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kshupaten Muna Barat yang belah
Gecanturmian dalam target kinera RPIMD.

Pencapatan indikator kinerja utams ditunjuklan dengan pencapaian output dan
oulcome program Dinas Penaraman Modsl dan Pelsyanan Terpadu Satu  Pintu
Knbupaten Mung Barat setap tahun stau ndkator copalan yang bersifisl mandin setiap
tahun sehingga kondisi lonerja yang dinginkan pada pennde rencana strateges dapat
dhcapal. Foncian sefengkaprys Mengena indikator kmerja utama Dwnas Penanaman
Modsl dan Pelayanan Temadu Sstu Pintu Kabupaten Muna Barat dapat diihatl pada
tabed:

Tabe 4.2. Indikator Kinerja Utama Dinas PMTSP iab. Muna Barat

TARGET TAHUN ;
MO. [INDIKATOR SATUAN 3035 | 3035 | 3030 | 3038 [ 5039 | 3030 HH";.
[ i 2] [ ] CI N [ ™m | e |
: 'w % |6 |8 | 6|6 |65|8s
____é.g!'ﬁ!!__. E— —— ] L | ——
Mal | 935 | 836 (937 WE MW | M

T Tnoeks

| Epusan N B4 | BS | 85 BS | 85 | B8

M asyarakat

(IKM) |
4_75_5!?1? Pecicat | 8 | BB | BB | BB | A | A
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Tabel 4.3. Indikator Kinerja Kunci Dinas PMTSP Kab, Muna Barat

(L3}

Milyar Rp | 19.36

13

2393

1549

2549
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| RENSTRA DINAS PR-PTSP KARLIPATEN MUNA BARAT _

BaBY
PENUTUP

Rencana Strategs Perangksl Deerah Dines Peranaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Knbupaten Muna Barat (RENSTRA) DPM dan PTSP Kabupaten Muna
Barat) periode 20252029, merupskan kerangka kebijskan SKPFD untuk mencapas
tujuan pelaksanasn pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan terpadu
sclama fasun wakiy 5 (Lima) tahun dan selaras dengan tujusn, sasaran dan arah
kebljskan yang lertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Doperah (RPIMD) Kabupsten Muna Barst Tahun 20253009, Selanjubny, dokumen
RENSTRA sacara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam kerangha perencanaan
tahurian yang tertuang dalam rencana ker@a (RENIA) Perangiat Daerah,
+»  Rekomendasi Akhir:

1. Peningkatan Kualitsas Layanan publik

DPMPTSP perfu terus mengembangkan incvasl pelayvanan berbasts digital untuk

mempercepat proses perizinan, menngkatkan transparansi, dan kemudahan

akses bagi masyarskat dan palaky usaha,
1 Penguatan Koordinasl Antar Instansi

Dhperiikan pengustan sinergl dengan perangkal daerah |ain, instans verbikal,

dan pelaky ysaha dalam rangka penyederhanaan penzinan serta penyelesalan

hambatan investas.,

3. Peningkatan Kapasitas SOM
Pedatingn dan pengembangan kompetens aparabur harus menjadi priontas untuk
maendukung pelayanan yang prima dan profesional.

4. Optimalisasi Promosi dan Fasilitasi Investasi

Strateg promosi yang terarah dan pemanfoatan data potensl daerah akan

mendomong daya tark investasl, termasuk pengembangan Kawasan Investas

Strateges,

5. Pemanfaatan Sistem Informasi dan Data Terintegrasi

Penguatan bess dafa mvestas dan sistem moninnng peniman mengadl kuno

dadam pengambilan kebdakan berbasis bukdi dan evalues Winerja.

+  Prosedur dan Mekanisme Evaluasi Perlodibk;
Untuk menjamin implementas Renstra secara efektif, evaluasi kinerja akan
dlakoudan sacary berkala setiap tahun dan secara menyelurub setiap kma tahun
dengan tahapan setiagal berikut:
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| Evaluasi Tahunan (Monitoring dan Evaluasi Renja SKPD):
- Diskpsrakon sstisp skhir hun sngoarsn,
+ Mengacy pada indilator iinera dan capaian [arget tahunam,
« Dascrbun dadeen laporar nerjs instans pemerintah (LGEP),
- Menjadl disr perturiken strategl operasonal talun berdasnya.
1 Evaluasi Tengah Periode (Mid-Term Review):
- Diaksanakan pads tahun kebgs peakuanaan Aenetry,
= Menilal kesssualan antara targel. kondlsi sltual, can dinamia Bnghangan
stigteyls.
- Dapat menjac dasar revsl stau pemyesualan Rendra,
3 Evaluasi Akhir Periode:
- Menilal capaiar kessluruhan indiator Ronstra.
- Mengentifias lokior pendulung dan penghamibal implements Srategt.
© Menjod bahan masukan dalar penryuawnon Remstra perode beriatmys.
Evaluaq diskukan secara partspat! gengen melatian pemangku kepentingan
el serta mermanfastian (Eorologl informasi dEEm pEiporan Gan aaliss dats.

Seurih pegaval Dt Penanaman Modal dan PTSP Wabupaten Muyna Barat
hars berlangoung  ewah umtuk menjaga konsistens antara Remstra  dengan
Frplemanizs humannys sehingga rencana strabegs. yang teiah ditefsplan dapat
menjadl baglan darl terwujudrya Pelevanan Terpadu Satu Pty yang prima ralam
ranghka menciplaken alm nvestasl varg wndusd sebogaemang sisoran uneprs Dinas
Penangsman Modal dar PTSP Kabupaten Murna Barat,
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